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MK Putus Hasil Sengketa Pileg  Partai  PAN di Sumbar dan Jabar 2019 
 
Jakarta, 9 Agustus 2019– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan 
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2019 dan 
Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019  pada Jumat (9/8), pukul 13.00 WIB. Sebelumnya persidangan 
penangangan perkara ini digelar pada Panel 3 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, 
didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams. Permohonan untuk Sumbar  
teregistrasi dengan dua nomor perkara, yaitu Nomor (1104-10-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PPP), dan (2) 
125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PAN/Mardion Basir).  
 
Dalam sidang pemeriksaan lanjutan (29/7) lalu, Panel Hakim mendengar keterangan Saksi dan Ahli serta 
pembuktian untuk perkara Nomor 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh PAN. Pemohon  
menuding adanya pengurangan suara  yang terjadi di Dapil Agam 4 Sumbar. Hal ini berakibat PAN kehilangan 
kursi DPRD Kabupaten. Saksi Pemohon Zulfian menjelaskan pengurangan suara PAN di TPS 15 Padang Taro 
Kecamatan Baso. Menanggapi keterangan ini, Komisioner KPU Kabupaten Agam Ismul Hamdi melakukan 
klarifikasi. Untuk TPS 15 Padang Taro Kecamatan Baso telah terjadi perhitungan suara ulang (PSU) karena ada 
perbedaan jumlah suara partai dengan jumlah pengguna hak pilih. Hal tersebut terjadi karena ada suara caleg 
ditulis untuk partai juga sehingga menyebabkan suara dobel. Peristiwa ini membuat suara seluruh partai menjadi 
berkurang termasuk PAN.  
  
Selain menggelar sidang Pengucapan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPD-DPRD  
untuk Provinsi Sumbar di tempat yang sama akan digelar sidang Pengucapan Putusan untuk Provinsi Jabar  
yang  teregistrasi dalam lima nomor perkara, yaitu Nomor (1) 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 
(PPP/Junaidi Samsudin), (2) 202-11-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PSI, (3) 123-12-12/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 (PAN/Jeni Jayusman), (4) 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat) dan (5) 
199-05-12 /PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem/Muhammad Aaron Annar S).   
 
PAN di Provinsi Jabar pun mengajukan permohona. Pemohon mendalilkan  berkurangnya suara PAN sehingga 
membuat Caleg DPR RI dari Dapil Jawa Barat VIII Andri W Kusuma tidak lolos. Hal tersebut disebabkan  
adanya penggelembungan suara di berbagai tempat yang merugikan Pemohon. Misal di TPS 10 dan TPS 05,  
Desa Jatiseeng Kidul, Kabupaten Cirebon, serta Desa Gamel, Kabupaten Cirebon, lalu Desa Karangsari, 
Kabupaten Cirebon. Terkait hal tersebut, kuasa hukum Termohon, Rahmat Mulyana menyatakan permohonan 
dari PAN tidak mendapat rekomendasi partai karena tidak terdapat tanda tangan ketua dan sekjen PAN.. 
Pemohon juga tidak memaparkan persentase suara mereka yang hilang, sehingga permohonan dipandang 
kabur atau obscuur libel. 

Selain PAN, PPP pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (9/7/)lalu, mempermasalahkan suara Dapil Jawa 
Barat 3 untuk kursi DPR RI, Dapil Kota Bekasi 2 untuk kursi DPRD Kota, serta Dapil Kota Sukabumi 3 untuk 
kursi DPRD Kota. Terkait perkara Nomor 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tersebut, Pemohon 
menghadirkan Maruarar Siahaan selaku Ahli yang menyinggung terkait alat bukti otentik untuk perkara DPR RI 
Dapil Jawa Barat 3, yakni adanya keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Nomor 109 
Tahun 2019 tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Di sisi lain, terdapat keputusan Bawaslu yang 
menyebut adanya pelanggaran administratif oleh KPU Kabupaten Cianjur. Dua bukti otentik ini sudah dapat 
dijadikan pegangan. Yakni apakah asas jurdil dan luber dalam pemilu disana sudah diterapkan atau belum.  
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